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WALIKOTA BUKITTINGGI 
 

PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI 
                                       NOMOR : 42 TAHUN  2014 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI  

NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG HARGA ECERAN TERTINGGI  
DAN KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN  

DI KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2014 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA BUKITTINGGI, 

Menimbang : a.  bahwa Harga Eceran Tertinggi dan Kebutuhan Pupuk 

Bersubsidi Sektor Pertanian untuk Kota Bukittinggi 
Tahun 2014 telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota 
Bukittinggi Nomor 4 Tahun 2014;  

  b. bahwa dengan adanya realokasi berdasarkan Peraturan 
Gubernur Sumatera Barat Nomor 58 Tahun 2014 
tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera 

Barat Nomor 74 Tahun 2013 tentang Kebutuhan dan 
Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor 

Pertanian untuk Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera 
Barat Tahun 2014, terdapat penambahan alokasi pupuk 
Urea, SP-36, ZA serta NPK, untuk itu maka perlu 

melakukan perubahan atas Peraturan Walikota 
Bukittinggi Nomor 4 Tahun 2014; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 
Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan 

Walikota Bukittinggi Nomor 4 tahun 2014 tentang Harga 
Eceran Tertinggi Dan Kebutuhan Pupuk Bersubsidi 
Sektor Pertanian Di Kota Bukittinggi Tahun 2014; 

 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang 

Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam 
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah, 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 

Nomor 20); 

  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem 

Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1992 Nomor 3478); 

  3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 3821); 

  4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, (Lembaran Negara 
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Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

  5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negra 
Republik Indonesia Nomor 4286); 

  6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara, (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

  7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab 
Keuangan Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4400); 

  8. Undang-Undang Nomor  32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana 

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- 
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Peubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 171, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

  9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan  

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234); 

  10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 

Anggaran 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2013 Nomor 182); 

  11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang 
Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4097); 

  12. Peraturan PemerintahNomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

  13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 
Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota, (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negar 
Republik Indonesia Nomor 4737); 

  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Meneteri 

Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
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Pengelolaan Keuangan Daerah;  

  15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 
40/Permentan/OT.140/4/2007 tentang Rekomendasi 

Pemupukan N, P dan K pada padi Sawah Spesifik Lokasi; 

  16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 
43/Permentan/SR.140/8/2011 tentang Syarat dan 

Tatacara Pendaftaran pupuk An Organik; 

  17. Pertauran Menteri Pertanian Nomor 

70/Permentan/SR.140/10/2011 tentang Pupuk 
Organik, Pupuk Hayati dan Pmbenahan Tanah (Berita 
Negara Tahun 2011 Nomor 491); 

  18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 
82/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Pedoman 
Pembinaan Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok 

Tani (Berita Negara Tahun 2013 Nomor 1055); 

  19. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-

DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaandan Penyaluran 
Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian; 

  20. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 

122/Permentan/SR.130/11/2013 tentang Kebutuhan 
dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi 

Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2014 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Pertanian Nomor 103/Permentan/SR.130/8/2014; 

  21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); 

  22. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 74 Tahun 
2013 tentang Harga Eceran Tertinggi dan Kebutuhan 

Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian untuk 
Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur 

Sumatera Barat Nomor 58 Tahun 2014; 

  23. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 05 Tahun 

2006 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah 
(Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2006 Nomor 
05); 

  24. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 08 Tahun 
2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah (RPJPD) Kota Bukittinggi Tahun 2006-2025, 

(Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2006 Nomor 
08); 

  25. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 03 Tahun 
2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Lembaran Daerah kota Bukittinggi Tahun 2008 

Nomor 03); 

  26. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 04 Tahun 
2008 tentang Urusan Pemerintah Kota Bukittinggi 

(Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 
04); 

  27. Peraturan  Daerah Kota Bukittinggi Nomor 12 Tahun 
2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja 
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Dinas Daerah Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota 

Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 12), sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi 

Nomor 12 Tahun 203 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi 
Tahun 2013 Nomor 10); 

  28. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4 Tahun 2012 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah (RPJMD) Kota Bukittinggi Tahun 2010-2015, 

(Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2012 Nomor 
4); 

  27. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 4 tahun 2014 

tentang Harga Eceran Tertinggi Dan Kebutuhan Pupuk 
Bersubsidi Sektor Pertanian Di Kota Bukittinggi Tahun 
2014 (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2014 Nomor 

4). 

MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan : 
 

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI NOMOR 4 TAHUN 

2014 TENTANG HARGA ECERAN TERTINGGI DAN 
KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN 

DIKOTA BUKITTINGGI TAHUN 2014. 
 

Pasal I 

Lampiran I, II, dan III Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 4 tahun 
2014 tentang Harga Eceran Tertinggi Dan Kebutuhan Pupuk 
Bersubsidi Sektor Pertanian Di Kota Bukittinggi Tahun 2014 (Berita 

Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2014 Nomor 4) diubah, sehingga 
berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. 
 

Pasal II 

 
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Kota Bukittinggi. 
 

Ditetapkan di 

pada tanggal 

: Bukittinggi 

: 24 Oktober 2014 
 

WALIKOTA  BUKITTINGGI, 
dto 

 

ISMET AMZIS  
 

Diundangkan di : Bukittinggi 

pada tanggal : 24 Oktober 2014 
 

 SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI, 
 
   dto 

  YUEN KARNOVA 
BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2014 NOMOR 43 
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